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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

 

Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang- 

undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan 

Penyelenggaraan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem Pelayanan Publik yang adil, 

transparan dan akuntabel. Selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 16 tahun 2017 

tentang Pendoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik yang menyatakan setiap penyelenggara wajib 

melakukan forum konsultasi publik sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

 

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik 

diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban 

masyarakat serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang 

dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam 

rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut perlu adanya koordinasi 

antara Pemerintah (Penyelenggara Pelayanan) dengan masyarakat sebagai 

pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik. 

 

Kegiatan Forum Konsultasi Publik diselenggarakan dengan komunikasi 

dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan 

saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku 

pengguna layanan. 

 

 

 

 

 



 

2. Tujuan dan Manfaat 
 

A. Tujuan dilakukan Forum Konsultasi Publik  untuk mengumpulkan masukan 

dan memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan 

dan masyarakat, antara lain : pembahasan rancangan, penerapan, dampak 

dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan 

sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 

 

B. Manfaat dilaksanakan Forum Konsultasi Publik antara lain : 

1. Manfaat dari pelaksanaan FKP secara umum adalah menyelaraskan 

kemampuan penyelenggaraan layanan dengan harapan publik dan 

meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. 

2. Manfaat FKP bagi penyelenggara pelayanan : 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

c. Membangun Kepercayaan Masyarakat 

d. Membantu penyusunan kebijakan yang lebih baik, efisien dan efektif. 

 

3. Ruang Lingkup 
 

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik  meliputi: 

a. penyusunan kebijakan pelayanan publik,  

b. penyusunan standar pelayanan,  

c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, 

d.  pemberian penghargaan,  

e. survey kepuasan masyarakat dan  

f. Kebijakan lain terkait pelayanan publik. 

 

4. Dasar Hukum  

 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di perbaharui dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik di Lingkungan 

Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

 

 



 

BAB II  
 

METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 

 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
 

Forum Konsultasi Publik  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandar Lampung dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Lantai 3 Gedung Pelayanan Terpadu Satu 

Atap pada Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 pada pukul 09.00 WIB sampai 

dengan selesai. 

 

2. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik  
 

Dalam Forum Konsultasi Publik , Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Bandar Lampung mengundang beberapa instansi pemerintahan Kota 

Bandar Lampung, perwakilan media massa, tokoh agama, perwakilan akademisi 

dan pemangku kepentingan pelayan publik lainnya dengan jumlah peserta ............ 

 

3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik  

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan secara tatap muka melalui rapat bersama 

yang merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik dimana 

pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan 

kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan.  

 

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP berdasarkan Undand-Undang nomor 25 

tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain: 

a. Penyelenggara layanan 

b. Pengguna layanan 

c. Stakeholder pelayanan publik 

d. Ahli/Praktisi 

e. Organisasi Masyarakat Sipil 

f. Media Masa 

 

Dalam penyelenggaraannya Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur 

sebagai berikut : 

a. Pra Pelaksanaan 

1. Pembentukan tim bersama persiapan pelaksanaan FKP 

2. Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan acara) 

3. Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema/isu permasalahan 

 

 



 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan FKP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Tim FKP bersikap Independen/netral dalam proses diskusi. 

2. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan mendapat masukan 

yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan 

dan penyusunan kebijakan. 

3. Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada  masalah dari tema/isu 

tertentu. 

4. Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatangan berita acara berupa komitmen dan 

tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dengan 

masyarakat. 

c. Selain itu Forum Konsultasi Publik pun dilakukan melalui survei kepuasan 

masyarakat dan pengelola kanal pengaduan melalui Website, WhatsApps, dan SPAN. 

 

4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik  
 

Acara Forum Konsultasi Publik dimulai dari  

  pembukaan  

 penyampaian materi Forum Konsultasi Publik oleh Penyelenggara 

Pelayanan Publik  

 Diskusi dan  

 Penandatanganan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik .  

 Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 

 

1. Identifikasi Masalah  
 

Berdasarkan hasil penyelenggaran Forum Konsultasi Publik yang dilakukan 

secara tatap muka melalui Rapat Bersama antara penyelenggara layanan publik 

dengan publik diperoleh masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh 

masyarakat melalui dialog dan diskusi tersebut. Terdapat tiga aspirasi dari peserta 

rapat yaitu :  

a. Persyaratan Pelayanan :  

Membuat Informasi tentang Pengajuan Persyaratan Administrasi Kependudukan baik 

melalui Banner, Website, Media Sosial (WhatsApp, Instagram/Facebook), maupun Tatap 

Muka Langsung 

b. Prilaku Pelaksana : 

Menghimbau kepada petugas pelayanan untuk selalu melaksanakan program 5 S ( Senyum, 

Sapa, Salam, Sopan dan Santun) 

c. Pengelola Pengaduan : 

Pengelolaan pengaduan lebih tanggap lagi pada persoalan yang diajukan/ditanyakan 

 
2. Analisis 

 
Masyarakat saat ini makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai penerima layanan 

Administrasi Kependudukan oleh karenanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandar Lampung dituntut untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada warga Kota 

Bandar Lampung. Akses dan pelayanan yang mudah dan cepat sangat diharapkan oleh warga 

Kota Bandar Lampung.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya forum dialog yang difasilitasi oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dapat meningkatkan 

mutu dan kualitas layanan Administrasi Kependudukan agar semakin lebih baik lagi dalam 

memberikan pelayanan kepada publik. 

 

Penyelenggaraan acara Forum Konsultasi Publik  ini untuk menghimpun tanggapan, 

saran, masukan serta pandangan dari para stakeholder layanan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung  yang nantinya akan diterapkan dalam pelaksanaan 

Standar Prosedur Pelayanan (SPP) yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Bandar Lampung. 

 



 

3. Rencana Aksi 
 

1. Mengaktifkan kanal pengaduan ( WhatsApp, Instagam/Facebook dan Website) pentingnya 

optimalisasi kanal pengaduan untuk memudahkan akses pengaduan bagi masyarakat.  

2. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berkelanjutan.  

3. Hasil SKM yang diukur setiap akhir tahun bisa menjadi acuan perbaikan pelayanan publik. 

4. Mengusulkan anggaran ditahun berikutnya untuk dapat direalisasikan 

sosialisasi administrasi kependudukan mulai dari tingkat kelurahan, bimtek 

operator dan petugas bagian informasi dan menambah dan memperbaiki 

sarana prasarana untuk pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


